ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN (HPL) ATAS TANAH DI
PESISIR PANTAI TERKAIT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
(Studi di PT. Pelindo-1 (Persero) Cabang Belawan)

ARIF INDRA PERDANA

Hak Pengelolaan semakin hari semakin besar peranannya dalam dinamika pembangunan
disebabkan di atas tanah Hak Pengelolaan tersebut dapat digunakan oleh pihak lain yang
membutuhkannya. Agar pihak lain yang menggunakan tanah Hak Pengelolaan memiliki dasar
hukum yang kokoh, maka keberadaan pengaturan Hak pengelolaan harus memiliki dasar hukum
yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah
penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tentang
Hak Pengelolaan atas tanah di Pelabuhan Belawan. Untuk mengkaji pelaksanaan Hak
Pengelolaan atas tanah yang dilakukan PT. Pelindo-l1 Cabang Belawan dan untuk mengkaji
hambatan yang dihadapi PT. Pelindo-1 Cabang Belawan terhadap Hak Pengelolaan atas tanah.

Pengaturan hukum tentang Hak Pengelolaan atas tanah diatur di dalam Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Peraturan yang mengatur pelaksanaan konversi Hak Pengelolaan
yang semula berasal dari Hak Penguasaan atas tanah negara yang dipunyai oleh departemen,
direktorat, atau daerah swatantra adalah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965.
Melalui ketentuan konversi, Hak Penguasaan atas tanah Negara yang dipunyai oleh departemen,
direktorat, atau daerah swatantra diubah haknya menjadi Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan ini
lahir setelah Hak Penguasaan atas tanah negara didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak
Pengelolaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat.

Pelaksanaan Hak Pengelolaan atas tanah yang dilakukan PT. Pelindo-I Cabang Belawan,
dengan dasar hukum: 1) Sertipikat HPL Nomor 1 tanggal 03 maret 93 seluas 278,15 Hektar; 2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; 4) Surat Menteri Perhubungan Nomor HK 003/1/11 Phb
2011 tanggal 6 mei 2011 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008
terhadap Pelindo 1 s.d Pelindo 4; 5) Surat Keputusan Direksi PT.Pelindo I Nomor
US.11/2/21/P.1-08 tanggal 09 september 2008 tentang Keputusan dan Besaran Tarif Penggunaan
Bagian-Bagian Tanah di Cabang Pelabuhan Belawan dan Dumai. Adapun jumlah penyewa HPL
terdiri dari 5 kategori yaitu: a). Instansi Pemerintah-1 berjumlah 5, b). Instansi Pemerintah-2
berjumlah 17, ¢). BUMN berjumlah 24, d) Perusahaan Swasta berjumlah 62 dan e). Masyarakat
berjumlah 40.

Hambatan yang dihadapi PT. Pelindo-1 Cabang Belawan terhadap Hak Pengelolaan Atas
Tanah berupa hambatan internal sebagai berikut: 1) Terdapat beberapa lahan kosong yang belum
dimaksimalkan penggunaannya. 2) Masalah regulasi HPL, 3) Sistem IT yang belum baku.
Hambatan Eksternal adalah sebagai berikut: 1) Sulit membebaskan lahan yang dikuasai oleh
masyarakat, 2) Proses yang lama dalam pengurusan penyewaan HPL, 3) Tarif penyewaan lahan
HPL yang terus meningkat

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Hak Pengelolaan, Tanah Pesisir Pantai.
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